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DAFTAR WAWANCARA 

1. Bagaimanakah menyikapi nepotisme yg kemudian menjadi dinasti politik di 

Indonesia? 

2. Bagaimana mencegah kegiatan korupsi dalam kehidupan politik? 

3. Bagaimana seharusnya perwujudan nepotisme dan dinasti politik yang baik? 

4. Apakah yang menjadi pengaruh sehingga munculnya nepotisme dan dinasti 

politik? 

5. Bagaimana seharusnya peraturan perundang-undangan menyikapi kecurangan 

dalam dinamika politik? 

 


